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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Camat dalam pelayanan publik setelah adanya pelimpahan we-
wenang dari pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip good governance.
Melalui pendekatan mix method, penelitian ini mengambil sampel di 10 kecamatan diantara 27 kecamatan yang
ada di Kabupaten Lamongan. Hasilnya menyatakan bahwa Pelayanan publik di kecamatan telah dapat dilak-
sanakan dengan cukup baik dengan tingkat kepuasan masyarakat yang cukup tinggi, walaupun masih mengalami
beberapa kendala diantaranya prasarana berupa jaringan internet dan listrik dan kualitas SDM yang kurang mema-
dai.

Kata Kunci : Pelimpahan Wewenang, Pelayanan Publik, Good Governance

ABSTRACT

This study purpose to determine the role of the Camat in public services after the delegation of authority from the
Lamongan District government in order to apply the principles of good governance. Through the mix method ap-
proach, this study took ten sub-districts samples among 27 sub-districts in Lamongan District. The results state
that public services in the sub-district have been implemented quite well with a fairly high level of community sat-
isfaction, although there are still some obstacles including infrastructure such as internet and electricity networks
and inadequate quality of human resources.
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PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran
Camat sebagai pemangku wilayah dalam pelayanan
publik. Dalam sejarahnya, peran Camat dalam pemerin-
tahan daerah berkembang dari tahun ke tahun. Ber-
dasarkan UU No. 5 tahun 1974, tentang Pokok Pokok
Pemerintahan Daerah, Camat bertanggungjawab kepada
Kepala Wilayah Kabupaten atau Kotamadya atau Kota
Administratip yang bersangkutan. Camat membawahi
beberapa kepala desa dan Lurah. Kepala Desa dan
Lurah hanya berbeda dari proses rekruitmen. Kepala
desa dipilih oleh rakyat , sedangkan Lurah adalah
pegawai negeri yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota
(Undang Undang nomor 5 tahun 1979). Kepala desa
dan Lurah merupakan bagian dari struktur hirarkis bi-
rokrasi pemerintahan.

Karena sifatnya hirarkis, seorang Camat telah me-
nerima program-program pe—merintah melalui di-
nas-dinas terkait. Secara hirarkis pula, program yang
di-terima oleh camat dilaksanakan dan diteruskan
kepada desa/lurah. Kepala desa dan Lurah menjadi
pelaksana terendah dalam rangkaian birokrasi pemerin-
tahan. Namun demikian, mengingat posisi kepala desa
yang dipilih oleh rakyat, camat mengembangkan strate-
gi yang unik agar kepala desa mampu mencerap keingi-
nan masyarakat dan sekaligus melaksanakan programn-
ya. Hal itu dicermati dengan baik oleh Schulte Nord-
holt. Meskipun menurut perundang-undangan memiliki
posisi sebagai penguasa tunggal wilayah, seorang
camat menampilkan perilaku ojo dumeh dengan meng-
hargai kepala desa/lurah yang menjadi bawahannya.
Perubahan terjadi pada era paska Suharto atau disebut
juga era Reformasi. Alih-alih mengembalikan mengem-
bangkan posisi demokrasi dan otonomi di tingkat desa,
pembuat undang-undang pemerintah (“desa”) di awal
reformasi memberikan kewenangan yang kuat di ting-
kat desa (lihat UU No. 22 tahun 1999).

Kepala desa tidak saja dipilih langsung se-
bagaimana terjadi pada masa sebelumnya, tetapi juga
dilantik oleh Bupati. Bupati juga yang berhak member-
hentikan kepala desa atas usulan rakyat. Pengajuan
usulan hanya bisa dilakukan bila laporan pertanggu-
ng-jawabnya ditolak oleh BPD (Badan Perwakilan
Desa). Kedudukan camat bergeser hanya sebagai fungsi
koordinatif. Karena hanya rakyat dan bupati yang bisa
memberhentikan, para kepala desa sering tidak dalam
rapat koordinatif yang dilakukan oleh pihak kecamatan.
Hal yang sama juga dialami di tingkat propinsi ketika
gubernur hanya sebagai wakil pemerintah pusat dan
berfungsi koordinatif atas kabupaten dan kota di
bawahnya.

Dengan kondisi yang demikian, program-program
pembangunan pun lebih bersifat bottom-up dari desa.
Dari asal ide pembangunan, pola yang demikian sangat
baik. Masyarakat lokal jauh lebih mengetahui apa yang
dibutuhkan daripada pemerintah pusat. Jebakan pola ini
adalah ego sektoral dan wilayah. Oleh karena itu, pola
ini menyebabkan benturan horisontal, ter-utama antar
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desa, antar kecamatan, antar kabupaten dan antar
propinsi. Di pihak lain, program-program pemerintah
yang bersifat lintas sektor tidak bisa berjalan dengan
baik. Program-program pokok, seperti masalah keseha-
tan dan kependudukan, pendidikan dan pembangunan
infrastruktur, serta sektor industri dan jasa sering tidak
memperoleh dukungan yang maksimal dari dua belah
pihak, yaitu: pemerintah lokal dan pemerintah kabu-
paten/propinsi/pusat.

Karena lebih banyak menimbulkan kegaduhan,
otonomi yang berlebih di tingkat desa dikurangi. Gun-
cangan tidak saja diakibatkan oleh kesulitan melaku-
kan koordinasi antara desa dan pihak kecamatan se-
bagai koordinator dari pemerintah kabupaten dan
secara hirarkis dengan pemerintah pusat dan propinsi.
Guncangan juga terjadi di dalam pemerintahan desa.
Karena dipilih oleh rakyat, Badan Perwakilan Desa
lebih sering memposisikan diri sebagai rivalitas dari-
pada mitra dengan kepala desa. Hal itu berbeda dengan
semasa pemerintahan Suharto, LKMD yang sejenis
dengan BPD mengambil posisi kemitraan. Oleh karena
itu, UU No. 32 tahun 2004 mengembalikan fungsi
Badan Permusyawaratan Desa seperti masa pemerin-
tahan Suharto. Namun demikian, kontrol Badan Per-
musyawaratan Desa tetap juga maksimal, meski tidak
semudah pada UU No. 22 tahun 2009 bila ingin men-
jatuhkan kepala desa. Dalam posisi ini, fungsi keca-
matan sebagai koordinatif semakin menguat, terlebih
lagi ketika setiap program pembangunan yang diajukan
juga secara berjenjang disampaikan ke pemkab, pem-
prov dan pemerintah pusat melalui musrenbang (musy-
arawarah perencanaan pembangunan).

Setelah reformasi tahun 1998, dirasakan perlun-
ya menerapkan Good Governace dalam penyelengga-
raan pemerintahan. Prinsip good governance adalah (1)
berorientasi konsensus, (2) accountable, (3) transpar-
an, (4) bertanggung jawab, (5) kesetaraan dan inklusif,
(6) efektif dan efisiensi, (7) mengikuti aturan hukum
dan (8) berpartisipasi (Dixit, 2018). Prinsip-prinsip ini
yang diperlukan dalam penyenggaraan suatu birokrasi.
Akibatnya, birokrasi di tingkat lokal, seperti keca-
matan mampu menjalankan fungsi sebagai pelayanan
publik. Ta melayani warga negara dan pengguna jasa
layanannya (Yap, 2010), termasuk di dalamnya adalah
pelayanan publik di kecamatan.

Terkait dengan fungsi kecamatan, dituangkan
pada pasal 126 ayat 3 Undang Undang nomor 32 tahun
2004. Di dalam ayat itu disebutkan bahwa kecamatan
yang dipimpin oleh camat memiliki tujuh fungsi. Per-
tama, camat mengkoordinasikan kegiatan pember-
dayaan masyarakat. Kedua, camat mengkoordinasikan
upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum. Ketiga, camat mengkoordinasikan penerapan
dan penegakan peraturan perundang-undangan. Keem-
pat, camat mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana
dan fasilitas pelayanan umum. Kelima, camat
meng-koordinasikan penyelenggaraan kegiatan
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pemerintahan di tingkat kecamatan. Keenam,
camat membina penyelenggaraan pemerintahan
desa dan/atau kelurahan. Terakhir, camat melak-
sanakan pelayanan masyarakat yang menjadi
ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat
dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
Pada pasal 225 UU No. 23 tahun 2014, tugas dan
fungsi camat semakin dipertegas lagi. Di dalam
terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan
desa, camat tidak saja berfungsi sebagai pembina,
tetapi juga pengawas. Lebih dari itu, pemerintahan
kecamatan juga dapat memperoleh pelimpahan ke-
wenangan dari pemerintah kabupaten/kota. Point h
pasal 225 menyebutkan bahwa camat bertugas
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilak-
sanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupat-
en yang ada di kecamatan.Ruang kreativitas dalam
menjalankan tugasnya juga disebutkan pada point
I, yaitu camat juga bertugas melaksanakan tugas
lain sesuai dengan ketentuan perundang-undan-
gan.

Melalui undang-undang ini, semangat desen-
tralisasi dan otonomi daerah, sekaligus efisiensi
dan efektifitas birokrasi pemerintahan semakin di-
hadirkan dalam masyarakat. Hal itu dibuktikan
dengan pelimpahan kewenangan dari pemerintah
kabupaten/kota. Pelimpahan ini memperkuat
fungsi kecamatan di satu pihak. Di pihak lain,
masyarakat juga dipermudahkan dalam penguru-
san tanpa harus datang ke ibukota kabupaten/kota.
Ada beberapa hal yang menjadi dorongan pelimpa-
han kewenangan. Pertama, di Indonesia, luas
wilayah kabupaten/kota sangat bervariasi, dari
yang sempit dan padat hingga sangat luas dan ke-
padatan penduduk sangat jarang. Di wilayah yang
berpenduduk padat, kemampuan birokrasi pemer-
intahan mengalami overcapacity. Sementara itu, di
wilayah yang sangat luas, penduduk mengalami
kesulitan transportasi dan waktu yang lama karena
jarak antara tempat tinggalnya sangat jauh dari
pusat pemerintahan kabupaten. Kedua, teknologi
informatika yang telah berkembang pesat dan
hampir, sekali lagi hampir merata di seluruh Indo-
nesia. Penggunaan teknologi dalam birokrasi
sangat mem-bantu berbagai penyelesaian tugas.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupat-
en Lamongan telah melakukan pelimpahan ke-
wenangannya. Hal itu dituangkan dalam Perbup
No. 35 tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat. Seba-
gian pasal 4 dari Perbup ini dikoreksi lagi dalam
Perbup No. 48 tahun 2016 tentang Perubahan
Perbup No. 35 tahun 2014. Oleh karena itu, menja-
di pertanyaan kemudian adalah Apakah Camat se-
bagai Pemangku Wilayah sudah melaksanakan
giatan sesuai Perundang-undangan dan Bagaimana
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di
kecamatan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif,
yaitu mencermati penerapan suatu kebijakan yang
dikeluarkan. Lokasi penelitian di Kabupaten Lamon-
gan yang meliputi: (1) Sekaran, (2) Karangbinangun,
(3) Karanggeneng, (4) Sukodadi, (5) Babat, (6) Sugio,
(7) Mantup, (8) Kembangbahu, (9) Tikung, (10) Deket.
Pengumpulan data secara kualitatif (Miles dan Huber-
man, 1994) dilakukan melalui wawancara mendalam
kepada camat dan kepala UPTD dalam menerapkan
kebijakan. Teknik berikutnya adalah pengamatan.
Teknik ini dilakukan untuk melihat secara langsung
apa yang dilakukan atau apa yang terjadi dalam sistem
pengelolaan di kecamatan dan UPTD. Langkah terakh-
ir adalah wawancara secara terstruktur dengan
mem—berikan angket atau pedoman wawancara pada
masyarakat pengguna layanan. Analisis data menggu-
nakan mix method (Creswel, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Camat dalam Pelayanan Publik

Hasil wawancara mendalam pada sejumlah
Camat, pemberian atau pelimpahan kewenangan tam-
bahan telah menyebabkan birokrasi kecamatan lebih
kreatif dalam memberikan pelayanan kepada mas-
yarakat. Pelayanan publik tersebut antara lain :

a. Rekomendasi perijinan, meliputi rekomendasi

pengurusan ijin mendirikan bangunan dan ijin
HO (gangguan) ;
b. Administrasi Kependudukan, meliputi pe-

layanan pembuatan KTP, perekaman E-KTP,
Kartu Keluarga (KK), dan pindah tempat tinggal
c. Pelayanan lainnya, seperti rekomendasi SKCK,
rekomendasi ijin keramaian, legali—sasi su-
rat-surat, dan penerbitan surat keterangan.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan seh-
ingga bisa dilaksanakan dengan cepat, akurat, mudah
dan murah, telah disusun Standart Operasional Pe-
layanan (SOP) dan Standart Pelayanan Publik (SPP)
untuk masing-masing jenis pelayanan.

Untuk mendukung pelayanan yang cepat, para
Camat dan aparatnya telah men—sosialisasi—kan alur
mekanisme dan waktu pelayanan yang dapat diakses
oleh semua masya—rakat. Dengan adanya alur ini di-
harapkan dapat dimengerti oleh masyarakat dan dapat
dipatuhi sehingga pelayanan publik dapat berjalan
dengan cepat dan adanya waktu pelayanan publik mas-
yarakat bisa komplain apabila pelayanan yang diberi-
kan melebihi waktu yang ditentukan.

Kemudian, pelayanan di tingkat kecamatan yang
diberi“kan adalah dengan memberikan pemahaman
kepada masyarakat bahwa dengan melengkapi pers-
yaratan mulai di tingkat desa akan mempercepat urusan
di tingkat kecamatan. Staf kecamatan tidak akan
menunda-nunda pelayanan jika persyaratan yang
dibawa oleh pemohon telah lengkap. Namun masih
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sering ditemui pula pemohon yang tidak melengkapi
persyaratannya sehingga mengharuskan mereka kemba-
li ke rumah. Pemerintah Kecamatan dapat mensosial-
isasikan kelengkapan persyaratan administasi kepada
kepala desa atau perangkat desa melalui konferensi
dinas agar dapat diteruskan kepada masyarakat di
bawah. Di setiap kecamatan telah memiliki PATEN (Pe-
layanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang menye-
lenggarakan pelayanan publik yang proses pengelo-
laannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbit-
nya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui
loket pelayanan. Diharapkan dengan adanya PATEN ini
pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung
dengan cepat.

Secara umum hasil-hasil pelayanan masyarakat
menjadi ruang lingkup tugas Kecamatan telah dapat
dilaksanakan sebaik-baiknya, sedangkan yang belum
dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, dari Keca-
matan selalu memberikan petunjuk dan arahan kepada
Pemerintah Desa sehingga Desa betul-betul memberi-
kan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Relasi Camat dengan Stakeholder

Relasi antara Camat dengan stakeholder yang
merupakan pelimpahan kewenangan Kepala Daerah
kepada Camat telah dilaksanakan dengan baik. Relasi
yang dalam bahasa birokrasi disebut dengan koordinasi
adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Per-
encanaan Pembangunan.

b. Kondusivitas wilayah sangat berpengaruh terha-
dan kelancaran pelaksanaan pembangunan, lebih
lagi apabila didukung sepenuhnya oleh mas-
yarakat karena masyarakat akan ikut bertanggu-
ng jawab dan merasa memiliki terhadap ha-
sil-hasil pembangunan. Bentuk peran serta mas-
yarakat dalam pembangunan adalah pelaksanaan
musyawarah perencanaan pembangunan di desa
(Musrenbangdes). Musrenbangdes didahului
dengan rapat di masing-masing dusun, guna
merumuskan rencana pembangunan yang akan
dilaksanakan, baik yang dibiayai oleh Pemerin-
tah Desa, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah
Propinsi maupun Pusat. Setelah itu dilaksanakan
Musren-bangdes sesuai dengan jadwal yang
telah ditetapkan, dan dihadiri oleh petugas dari
ke-camatan/kabupaten.

c. Koordinasi Penerapan Perundang-undangan

d. Dalam rangka optimalisasi penerapan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku di Keca-
matan, telah dilaksanakan koordinasi dengan
SKPD terkait, serta sosialisasi kepada Kepala
UPT, Kepala Desa dan komponen masyarakat
tentang produk-produk perundang-undangan
yang harus disosialisasikan. Diantaranya adalah
sosialisasi Tatacara pembentukan Badan Per-
musyaratan Desa ;

Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa dan perangkat desa
serta Pedoman penyusunan rancangan APBDes.
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e.Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Ke-
camatan dan Desa

f. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan Karanggeneng, selain dikoordi-
nasikan dengan anggota MUSPIKA lainnya,
juga dikoordinasikan dengan Kepala Unit Pelak-
sana Tehnis dan Kepala Desa, serta pihak-pihak
yang berkompeten. Koordinasi tersebut bisa
dalam forum formal maupun informal, dise-
suaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Salah
satu contoh adalah Rapat Koordinasi Kepala
UPT Dinas di Kecamatan dengan Muspika dan
rapat dinas dengan Kepala Desa yang dihadiri
oleh Muspika dan Kepala UPT Dinas/kantor

yang juga dilaksanakan secara rutin setiap
bulan.

Pola Komunikasi Camat
Pendekatan kekeluargaan dengan senantiasa

mengedepankan silaturahmi terbukti efektif dalam
menjalin sinergitas antar aparat maupun antara apa-
ra-tur Pemerintah dengan masyarakat. Dalam berbagai
kesempatan, Camat senantiasa mendorong seluruh
aparatur Pemerintah untuk memanfaatkan energi sila-
turahmi dalam melaksanakan tugas maupun menyele-
saikan berbagai persoalan.

Upaya yang dilakukan kecamatan dalam memba-
ngun komunikasi dengan masyarakat, utamanya dalam
bidang pelayanan adalah membuka kotak saran se-
bagai sarana untuk mempermudah dan memberikan
akses dalam memberikan masukan terkait dengan ke-
butuhan masyarakat dan salah satu bentuk kepedulian
terhadap masyarakat dalam mem-peroleh pelayanan
yang sebaik-baiknya.

Upaya yang dilakukan kecamatan dalam membangun
komunikasi dengan masyarakat, utamanya dalam
bidang pelayanan adalah membuka kotak saran se-
bagai sarana untuk mempermudah dan memberikan
akses dalam memberikan masukan terkait dengan ke-
butuhan masyarakat dan salah satu bentuk kepedulian
terhadap masyarakat dalam mem-peroleh pelayanan
yang sebaik-baiknya.

Kendala Camat dalam Melaksanakan Pelayanan Publik
Dalam melaksanakan pelayanan publik Camat sebagai
pemangku kewilayahan tidak bekerja sendiri. Pe-
layanan publik dimulai dari tingkat desa. Sesuai
dengan hierarkhi kewenangan Camat berada di atas
kepala desa (pemerintahan desa). Namun demikian, ,
masih ada kendala dalam pelayanan publik yang terja-
di. Hal ini dikarenakan beberapa perangkat desa sudah
berusia lanjut sehingga tidak cepat tanggap dalam
memberikan pelayanan publik. Masyarakat sering
dibingungkan karena informasi yang diberikan oleh
perangkat desa tidak lengkap yang kemudian mengaki-
batkan warga masyarakat harus kembali ke rumah
untuk melengkapi persyaratan yang kurang.
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Respon Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
Paska Pelimpahan Kewenangan

a. Identitas Responden

Umur, Usia dan Tingkat Pendidikan. Karena ada 10
(sepuluh) orang responden setiap kecamatan, maka
jumlah ke—seluruhan responden adalah 100 orang. 56
orang reponden berjenis kelamin laki-laki.

7.

Diagram 1.
Sebaran Usia Responden

Dari sisi usia, mereka yang pergi ke kantor keca-
matan berusia antara 20 hingga 39 tahun (84,0%), si-
sanya adalah mereka yang berusia di bawah dua puluh
tahun dan di atas 40 tahun. la yang berusia kurang dari
20 tahun diketahui sedang mengurus e-KTP. Tingkat
pendidikan responden yang paling banyak adalah lulus
SMA (54 %), diikuti SMP (41 %) dan sisanya 5 % ber-
pendidikan lulus SD.

Pekerjaan dan tingkat penghasilan responden
dapat dilihat pada Diagram 2 dan Diagram 3

PEKERJAAN RESPONDEN

Diagram 2.
Pekerjaan Responden

TINGKAT PENGHASILAN RESPONDEN

= < Rp. 1.000.000

= Rp. 1.000.000 < Rp.
2.000.000

® Rp. 2.000.000 < Rp.
3.000.000

> Rp. 3.000.000

Diagram 3.
Tingkat Penghasilan Responden

b. Kepuasan Terhadap Pelayanan

Sembilan Indikator Pelayanan Publik. Dari
hasil wawancara terstruktur, sebagian besar responden
(93,00%) datang ke kantor kecamatan dalam rangka
mengurus administrasi kependudukan, seperti: KTP
dan KK. Enam orang lainnya mengurus surat keteran-
gan untuk mengajukan lamaran pekerjaan, seperti:
surat pengantar berkelakuan baik. Sementara itu, ada
seorang mengurus legalisir bukti-bukti kependudukan
untuk sesuatu hal.
Ketika ditanya tentang kualitas pelayanan, dari sembi-
lan hal, responden memberikan nilai tinggi pada kewa-
jaran tarif pelayanan, bahkan beberapa di antaranya
gratis. Para pegawai secara konsisten mengikuti petun-
juk atau aturan yang ada atau dibuat berdasarkan Perda
Kab. Lamongan tentang pelayanan. Terkait dengan pe-
layanan tersebut, pemerintah Kabupaten Lamongan
juga menerbitkan peraturan tentang restribusi, seperti:
Perda Kab. Lamongan No. 25 tahun 2010 tentang Re-
stribusi Ijin Gangguan dan Perda Kab. Lamongan No.
24 tahun 2010 tentang ijin mendirikan bangunan.
Hal-hal lain yang dinilai baik adalah (1) kemudahan
prosedur (3,37), (2) keramahan dan kesantuan petugas
(3,23), dan terakhir (3) kemampuan petugas dalam me-
layani (3,15). Ketika ditanya tentang kemudahan
prosedur, responden menjawab sesuai. Jawaban itu se-
bagai tanggapan atas pengamatan responden terhadap
apa yang dialami selama mengurus dan prosedur yang
diketahui. Responden tidak mendapati prosedur yang
meng-“ada-ada.” Mereka juga diberi penjelasan ten-
tang prosedur. Prosedur lebih nampak lagi ketika per-
tama kali masuk ke ruang PATEN. Mereka mengamati
flowchart yang begitu mudah tentang prosedur terse-
but.

KEPUASAN RESPONDEN TERHADAP PELAYANAN

30
L0

Keterangan : (1) Sangat Kurang; (2) Kurang;
(3) Baik dan (4) Sangat Baik/Sesuai
Diagram 4. Kepuasan Responden terhadap Pelayanan

Suatu hal yang juga menjadi perhatian dan
dinilai baik adalah keramahan dan kesantuan petugas
(3,23). Hal ini merupakan konsekuensi dari program
pelayanan prima di lingkungan birokrasi. Dengan kera-
mahan dan kesantunan petugas, responden merasa ter-
layani dengan baik. Selain keramahan dan kesantunan,
petugas juga dinilai baik dalam melaksankan pe-
layanan (3,15).
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Persoalannya hanya terlalu pada ketepatan waktu.
Setidak-tidaknya sepuluh orang menyatakan waktu—nya
masih bisa dipercepat. “Persyaratan udah jelas. Keleng-
kapan sudah terpenubhi....Terus meng-apa masih harus
menunggu lebih lama...” Persoalan lain adalah kualitas
sarana dan prasana. Ada dua belas persen pengguna
layan—an me—ngeluhkan kualitas sarana dan prasarana
yang kurang. Hal ini bisa dipahami bahwa tidak kesa-
maan penyediaan sarana dan prasarana di ke-10 keca-
matan. Ketidak-samaan ini terkait dengan ketersediaan
dana anggaran sarana dan prasarana. Beban pemerin-
tahan Kabupaten Lamongan memang berat karena
membawahi 27 ke—~camatan dengan 12 ke-lurahan dan
462 desa. Ke-17 kecamatan ini dihuni oleh 1.357.771
jiwa dengan luas wilayah 1.782,05 km? dan sebaran
pen—duduk 761 jiwa/km?. Meski dengan beban ter—se-
but, pemerintah Kab. Lamong—an telah ber—hasil
mengembangkan ruang PATEN (Pe-layanan Terpadu) di
setiap kecamatan.

KESIMPULAN

1. Pelimpahan sebagaian wewenang Bupati kepada
Camat telah dapat dilaksanakan dengan cukup
baik, karena seiring dengan pelimpahan, pemer-
intah kabupaten memprogramkan PATEN (Pe-
layanan Terpadu) dengan mewajibkan setiap ke-
camatan membuka atau membuat ruang khusus
untuk program tersebut. Namun demikian masih
mengalami beberapa kendala diantaranya prasa-
rana berupa jaringan internet dan listrik dan
kualitas SDM yang kurang memadai

2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pe-
layanan publik dim kecamatan cukup tinggi
yaitu di atas 3 (dalam skala 4), namun masih ada
beberapa aspek yang menyebabkan ketidakpua-
san yaitu masalah teknik yang berhubungan
dengan prasarana dan SDM tersebut di atas.
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REKOMENDASI

Sesuai dengan hasil penelitian ini, maka untuk mening-
katkan pelayanan kepada masyarakat, hendaknya di-
upayakan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang
terlibat dalam pelayanan secara terus menerus sesuai
dengan kemajuan jaman.
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